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Menimbang; bahcfira untuk melaksagakan ketentuan Pasal 96 ayat {4}, ayat

{?} dan Pasatr 99 ayat {2} Feraturan Femerfurtah B{omor 43 ?ahun
2OL4. tentalrg Peraturan, Fetraksanaan Undang-Undartg Normor 6
Tahun 2014 tentq*g Dee&, sebagailnnana telah 'diubatL dengan
Peraturam treraeri*@h Nom<rr L l Tahun ?;A?:0 tentareg
Perulbaham Kedua Atas Peqefuran Pemrerimtah Nornor 43 ?ahlll}
2Ot4 tentang Perafuran PeXaksanasn Undang-Undang l\Eomor 6
Tahun 2On4 hntar*g Desa., perlu menetapkan Peraturan. Brrpati
temtagg Tata Cem Pembagian, Fenetatrran Rincian dan
Penggunaan Alokasi Dane. Besa ?ahun Anggaran 2O20;

Mengfuegat : 1." Undnng*Undang Nomor Zfl Tahun 1959 tentang Penetapan
undan[-t[ndanrg ]soraor 3 Tahusr 1953 tentang Perpanjangan
Permbenttrkan Daerala Tingkst IX di Kafimantan {Lembaran
Negara Reprrblik lndonesia Tahrsa 1q53 Noxnar 9] s,ebagai
Undang-Undang $.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
1g5g slomor 72, Tambahan x.emebaran l{egara Repl.rbtrik
Indrxresia Nornor f820l ;

2.lJ*dang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintatr Pusat dan Pemerintahan Daerah
(tr-emabaralr Negar:a Rcpublik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tr 26,
Tamba"kram l.embaran Negara Republik k:.donesia Nomor a438] ;

3. Umdang-Undang tr{ormor 6 Tahr-m 2U-1 4 terttang Desa" [.embaran
Negara Repr,rblik Indonesia Tahun 2OL4 llomor 7, Tarnbatran
n-emrbaran Negara Republik Indonesia Flomor 54957 ;

4" Undang-Umdang Nonror 23 ?ahun 2O14 tectang Permerinta.trall
Daera-h (Iembaran Negara Republik trndonesia Tahun 2014
Irlomor 244, Tamba.han Xrrnbaran Negara Republik Indonesia
Nnraor 55SA sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
delrgan Undang-Undang Nomor I Tahurr 2015 tentang
Pernbahsn Kedlra. Atas Urrdang-Undasg Nsmor 23 Tahun 2OL4

tentang Peruerirntahan Daerah (X.embaran Flegara Republik
Iadonesi.a Tahun 201-5 Nornor 58, Tarnbahan Lernbaran f{egara
Repufolik lodorresia l$ornor 56,791;
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5.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2aL4tentangPeraturan
Pelaksan..t U"aang-Undang Nomor 6 .Tahun 

201'4 tentang

Desa (kmbaran Negira nenuuril< Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor

123,Tambahan t ern[aran wegara Republik_Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2O2A tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

pemerintah Nomor 43 fahun 2014 Pemerintah Nomor 43 Tahun

2ol4tentangPeraturanPelaksanaanUndang-Und11s-Nlmor6
Tahun2}L4t"t'tu't'gDesa(l'embaranNegaraReprrbliklndonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan trmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 57L7\;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.!0 Jahun 2015 tentang

pembentukan prod.uk Hukuri Dr"..h (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2ag6l sebagaimana telah diubah

denganPeraturanMenteriDalamNegeriNomorl20Tahun20lS
tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

SoTahun2ol5tentangPembentukanProdukHukumDaerah
(Berita N*g** nepublik"Indonesia Tahun 2oi8 Nomor 157|;

T.PeraturanMenteriDalamNegeriToT?'2OTahun2018tentang
Pengeloiaan KeuanS]n- pesa"(Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

S.PeraturanDaera"hKabupatenBaritoSelatanNonror4Tahun
20 lg tentang' enggaran,Pendapat"l {3i Belanj a Daerah 

-Tahun
Anggaran 2O2A (Lembaran Daerah Kabup-aten Barito Selatan

Tahun2olg,tamhahanLembaranDaerahKabupatenBarito
Selatan Nomor 4\,1

9. Peraturan Bupati Barito Selatan N9m3r i8 Tahun 2018 tentang
perubahan Aias Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21

Tahun 2015 tentang Pedoman T3t" Cara Pengadaan

Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito selatan
Tahun 2018 Nomor'18h

1O" Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2078 tentang
Pedoman Pengeloiaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adaiah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan
yang rnenjadi kewenangan daerah otonomi.

3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
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4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat

Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan'

5. Pemerintah Desa ad.alah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai ullstlr
Penyelen 14era Pemerintahan Desa'

6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pernerintahan Negara

Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito selatan'

8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain'

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Badan Permusyarawatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan

Peme rintahan D e sa, sebagai un sur Per-41e1enggara:.Pq$ierintah D e sa'

1O. Anggaran Pendap"t"o AanlneUnia Daerah iarig set?1jut1Va disingkat APBD

adalah Rencana Keuangan Tahunan Perr*eri.nqhan Daerah_yang dibahas dan

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah yang ditetapkan dqngan P.9ryr..,-----ql ax Daerq!'
1 1. Anggaran Pendapatan,' . dan ..Bd, Desa .-:yang selanjutnya

APB Desa adalah Rencana Ke1*6''seaI1'T an Perzrerintahan Desa.

12. Peraturan Desa adakh ' rat rtatt Perq,ldaqg-trUdangan yang dibuat oleh

Badan Permusyarawatan Desa b.rsama Kepala Desa'

13. Alokasi Dana Desa, ,' selanj ,r,,..d1q$i8kat ADD, adalah dana yang

besarannya minirnal m?6|.aari': per Uangan yang diterima Kabupaten

dalam Anggaran Pendapa ,'.,'*14ii@$njs,'r Daerah Kabupaten setelah

dikurangi Dana Alokasi': I(husUg,,,,-,,d4n digunakan untuk membiayai

peyelenggaraan p.*eriat*lian desa, pel@aaaan pembangunan desa,

pembinaan kemasyarrk 4an pemberdaygan masyarakat serta belanja tak

terduga.
14. pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat

pKpKD adalah Kepala DeJa atau sebutan narna lain yang karena jabatannya

mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan

keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD,

adalah peranglat Desa yarrg rnelaksanakan pengelolaan keuangan Desa

berdasarkan Klputusan KLpala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan
PKPKD.

16. Tim Pengelola Kegiatan, YanB selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang

ditetapkan oleh Kepala nesJ dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur
pemerintah Desa dan unsur iembaga kemasyarakatan Desa untuk
melaksanakan pengadaan barang/jasa-

17. Sisa Lebih perfritungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah

selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

disebut
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Pasal 2

(1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan

kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggafakan otonomi Desa agar

tumbuh dan berkembang berd.asarkan keanekaragaman, partisipasi,

otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

(2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :

a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;

b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat

Desa dan pemberdaYaan masyarakat ;

c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;

d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam

rangka mewqjgdkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan ;

e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;

f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka

pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
g. mendorong peningkatan keswadayaan d1n SltonS royong masyarakat; dan

meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa ;

(3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa ai9u1{<a1 9."g"" ketentuan :

a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja

Desa untuk mendanai :

1. penyelenggaraan Pemerintahan. Desa termasuk belanja operasional
pemerintahan Desa dan insentif rukrrn tetangga dan rukun warga;

2. pelaksanaan pembangun4n Desal .,

3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
4. pemberdayaan masYarakat Desa.

b. paling banyak 3oolo (tiga puluh'perrser:atus-) dari jumlah anggaran belanja

Desa untuk mendanai : ' ', ,. , 1 -l
1. penghasilan tetap dan tunjan$an kepala Desa, sekretaris Desa dan

perangkat Desa iainnYa; dan
2. tunjangan dan operasional Badan Perm-usyawaratan Desa.

BAB II
PRINSIP.PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

(1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan
Desa.

(2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan
dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa sebagai penerimaan
ataupun dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.

(3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan
ekonomis.

(4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat
dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
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BAB III
PENENTUAN BESARAT'I ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito selatan Tahun

Anggaran 2A2A, dialokasikan secara meratadan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi A{irmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk'

angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa'

Pasal 5

(1) alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Barito selatan Tahun Anggaran 2A2A

berjumlah Rp.65.395.964.800 {enam puluh lima miliyar tiga ratus sembilan

puluh lirna luta sembilan ratus enarn puluh empat ribu delapan ratus

rupiah).

{2) alokasi Dasar setiap, Desa sebagairaana dirna}sud dalam Pasal 2 huruf a,

dihitung berdasark"r, *loka*i daJar kabupaten dibagi jumlah desa'

(3) jumlah Desa di Kabupaten Barito fe-latqn yang akan menerima Alokasi Dana
' ' b.** be{umlah S6 

-{deXapal1 pull! enaml Desa sebagaineana tercantum

dalam Lampiran I yang'rnirup14.+g,.bgSr* tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 5

(1}AlokasiAlirmasisetiap.ni*seuagair'.alrad.imahsu{d{amPasal4hurufb
diberikan kepada Desa'Tertinggal darl.,Desa Sangat Tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinry' .:'-'---'-,'.,.

(2) Besaran alokasi a{irmasi e agaitnAna dimaksud pada ayat (1}

berdasarkan alokasi dasar kanupaten.&bagljumlah Desa.

Pasal 7
adima.ksud d* f c, dibagi kePada{1} Alokasi Kinerja sebagaima*adimaksUd dafafii'Pasal 4 huru

d"esa dengan t ine4a terbaik dal &gglolaern keuangan desa, pengelolaan

ADD daniapaian hasil (outcome\ pembangunan desa'
(2) penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

{t) *ilakukan dengan menggullakan bobot sebagai berikut:
a.'pengelolaan keuangan desa dengan bobot Ztr/o {dua puluh per seratus);
U" pengetolaan Alokasi Dana Desa dengan bobot 2Oo/o ld:ua puluh per seratus);

". 
L*p.i"rt kehraran {outpufl Alokasi Dana Desa dengan bobot 25o/o (dua
puluh lima per seratus); dan

d. iapaian frasil (outcome\ pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh
lima per seratus).

Pasal 8
{1} Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan
rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaarl terhadap bidang
APBDes.

{2} Pengelolaan ADD sgfoagairnana dimaksud dalarn Pasa-l 7 huruf b dinilai dari
persenta.se kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai
prioritas ADD terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang
jasa dana desa secara swakelola.
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(3) Capaian keluar an loutput) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c

dinilai dafi perSentase realisasi aflSgalraLrr dana desa- dan persentase capajan

output ADD.
(4) Capaian hasil (outcome\ pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam

pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun,

perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah

penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung

berdasarkan data jurilah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan

indeks kesuiitan gJografis yrng bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang -".ty.1.ttggarakan urusan pemerintahan di bidang

statistik.

Pasal 1O

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9

dilakuka. d".rgr".,. menggunakan formuia sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 X Z1) + (O,50 XZ2l + (O,15 I'Z3\ + (O,25 XZ4)} XAF Kabupaten'

Keterangan:

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa

Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk
Desa Kabupa.ten Barito Selatan'

Z2

Z3

Z+

AF Kab

= rasio jumlah penduduk miskin ytiSP P:*" terhadap total
penduduk miskin Desa Kabulatel Blrito t"t":""

: rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Kabupaten Barito Selatdn' '

: rasio IKG setiap Desa terhadap Indek Keterjangkauan Geografis

Desa Kabupaten Barito Selatan.

= Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan'

Pasal 11

Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran

2O2O sebagaimana terca.rtr- dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PENGHASILAN TETAP DAN
DAN TUNJANGAN

BAB IV
TUNJANGAN APARA'T PEMERINTAHAN DESA

BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

Pasal 12

(1)

(2\

(3)

Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan TUnjangan'

Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan

T\rnjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional'

Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APB Desa dari dana

yang bersumber dari ADD.
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{4) Besaran Penghasilan Tetap, Tlrnjangan Kepala Desa dan perangkat Desa
serta Tt'rnjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BpD serta Anggota
BPD sebagaimana dima.ksud. pada ayat (L), ayat {2} dan ayat {3} sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
JAMINAIII PEMELIHARAAII KESEHATAN

Pasal 13

(1) Se1ain memperoleh Penghasilan Tetap dan T\rnjangan serta Trrnjangan
Pelaksanaan T\-rgas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan perangkat serta
Kefua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BpD memperoleh
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan.

(2) Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut disesuaikan
dengan tarif yang telah ditetapkaq oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.

(3) Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dari ADD.

-.':'' | '. BAB,II,I
PEilGELOI,E"qI.S, ErOX*Sr DAilA DESA

t::,' try}f
t1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa reo* ;uuntu oleh ppKD dan TpK.
(2) PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Desa.

B,ffi 161,t,,',:

FASILITASI PELAKSANAI\TS AI;OITASI DENE DESA TINGKAT XECAMATAN
,,,-i, , Pa*1ttr,I5,,. .

(1) Pada tingkat Kecamatan aibentuk ',Timi" fisititasi dan Pembina Tingkat
Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dengan tugas utama
melakukan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembina
pelaksanaan atas kegiatan ADD baik dalam tahapan perenc arraar, maupun
dalam pelaksanaannya, secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat
Kecamatan adalah sebagai berikut:

a. fasilitasi dan bimbingan pen5rusunan Peraturan Desa tentang APB Desa
dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan ApB Desa;

b. fasilitasi dan bimbingan pengelolaan keuangan desa dan
pendayagunaan aset Desa;

c. fasilitasi dan bimbingan penJrusunan laporan pertanggungjawaban
realisasi APB Desa;

d. fasilitasi dan bimbingan pen5rusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

e. fasilitasi dan bimbingan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang
pemberdayaan Desa yang bersumber dari APB Desa; dan

f. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya terkait dengan
pengelolaan keuangan Desa.
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g. membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan
pembangunan de sa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;

h. mengumpulkan data serta rnenginventarisasi rencana pengguflaan ADD
untuk dicek silang dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak
terjadi tumpang Lindih pembiayaan;

i. membantu PPKD dalam menJrusun rencana teknis penggunaan ADD
serta kelengkapannya;

j. melaksanakan sosialisasi secara luas terhadap kebijakan, data dan
informasi tentang ADD;

k. melaksanakan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran
ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa, dengan
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

1. melakukan verifi.kasi Surat Pertanggung Jawaban {SPJ) penggunaan
ADD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dari Pemerintah Desa;

m. melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan yang
menggunakan anggaran ADD di Desa;

n. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa
dalam menyeleeaikarr pelaksanaan ADD Bgar,,te,pat waktu;

o. memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika tedadi permasalahan
dalam pelaksanaan ADD;

p. rnemberikan pendamping4n kepada PPI(D Tingkat Desa; dan
q. menJrusun rekapitulasi lapora11,,pgrkernbangan pelaksanaan kegiatan

ADD baik secara ber{€Ia setiap,'bdp4nya mauplLn laporan akhir setiap
tahunnya kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi dan Pembina
Tingkat Kabupatet,* bulxrn;,.:. ,,. ',.,.

'i..i;.:. : .r,r :

(2) Susunan Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri d4+ Penangung.Jaurab, Ketua, Sekretaris dan
anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
masing-masing Kecamatan.

(3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat
Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim
Fasilitasi dan Pembina Tilg!4t Kec4rqqlq4,r sebagai Kepala Sekretariat
dibantu dengan beberapa pelaksana.yang"secara khusu$ menangani ADD.
Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat
Kecamatan masing-masing.

{a} Pernbiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan
rnelalui DPA masing-masing Kecamatan.

BAB VIII
FASILITASI PELITKSAIEAAII AI,OI(ASI DAITA DSSA TTTSGTTAT KABT'PATEII

Pasal 16

(1) Pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat
Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari
Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung
jawab sebagai berikut:

a. memberikan pedoman dan birnbingan pen6elo1a"an adrninistrasi kerrangan
desa;

b. melaksanakan desirninasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi
tentang pengelolaan keuangan desa;



C.

d.
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membantu Tim Fasilitasi dan pembina Tingkat Kecamatan untukrnemberikan pelatihan/orientasi kepada Perrreriitah o"""-y"it" pKpKD
tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan nesa]memberikan bimbingan dan-pet#r,an p*ryet"rrgga-raan administrasikeuangan desa yang mencakup perencanaan, .i"r, ffiy,r"rrrr1 apg Desa,pelaksanaan dan pertanggungjawaban ;
mernbina dan rnengawasi p"ng"rol"ao keuangan Desa dan pendayagunaanaset Desa;
melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengerolaankeuangan desa bersama dengan Tim Fasilitasi dan pembiira TingkatKecamatan dalam setiap pro*"* t.hapan kegiatan;
rnetrakukan fasilitasi pemecah." - *"ol"h berdasarkan pengaduanrnasyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordin"-ik;;;kepada aparatpengawas fungsional;
merurnuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi
yang telah ditetapkan;

e.

f.

h.
i.

j- melakukan validasi terhadap dokumen pe4qohonqn penyaluran ADD yang
diajukan oleh rne.sing-rrlasing desa,:m.t*tri,Tirn,,Fasilitasi dan pembina
Tingkat Kecamatan;

k' mengeluarkan rekor,uer,rdasi/ Pengantar pencairan Alokasi Dana Desa;I' melaporkan hasil kegrataa' fasilitasi plhk*qrraan ADD kepada Bupati
sebagai bahan untuk penJrusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

(2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat
Kabupaten dibentuk felmpo :,,&{ja,..,*d.*ekrEtariatan Tim Fasilitasi dan
Pembina ADD Tiagkat rabup4jen yrang,, secara khusr-rs mena11gani ADD.
Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi dan
Pembina Kabupaten beralamat:,. ,. irtas,&sialr. pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 7O Telp.
(0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.

(3) Pembiayaan untuk oper:as-ional, Tira Fa*ilitasi den pembina ADD Tingkat
Kabupaten dibebankan k"pda epgn Kab-upafta Barito Selatan melalui DpA
Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat da4 Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB IX
PEIYYALURAN DAII PEITCNRAIY

Bagian Kesatu
Mekanisme Pen5raluraa

Pasal 17

{U Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

(21 Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Ralryat Indonesia Cabang
Buntok.

(3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati
Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi dan Pernbina ADD Tingkat Kabupaten
Barito Selatan rnelalui Camat selaku penanggungjarxrab Tirn Fasilitasi dan
Pembina Kecamatan.
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(41 Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan

melakukan vaiidasi dokumen permohonan penyaluran ADD dan

menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi persyaratan untuk
diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah
Kabupaten Barito Selatan.

(5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

selanjutnya menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang

bersangkutan.

(1)

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 18

Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

a" tahap I (satu) sebesar 3OVo (tiga puluh persen) dari total ADD
Pencairannya dilakukan pada triwulan I dan II yaitu bulan Maret sampai
dengan bulan Juni;

b. tahap II (dua) sebesar 40 9/o (empat puluh persen) dari total ADD

Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai

dengan September; dan
c. tahap III (tiga) sebesar 3oo/o, (tiga puluh persen) dari total ADD

Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu buian Oktober sampai
dengan bulan Desember.

Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :

a. Pencairan tahap I (satu) melengkapi persyaratan :

7. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yarag bersangkltlr,
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya,
3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
6. Fotocopy buku rekening desa.

b. Pencairan tahap II (dua) meiengkapi persyaratan :

1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I,
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud

angka 1 (satu) diatas, menunjukan telah digunakan ADD Tahap I
sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),

3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
4. Surat Fernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
6. Potocopy buku rekening desa.

c. Pencairan tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :

1- Laporan Realisasi Penggrrnaan ADD Taha"p II,
2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud

pada angka 1 (satu) di atas, menunjukan telah digunakan ADD Tahap
II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),

3, Daftar Rencana Penggunaan Dana,
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
6. Fotocopy buku rekening desa.

(z',t
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Format Laporan Rearisasi penggunaan Dana ADD, Daftar RencanaPenggunaan Dana dan Surat pernyataan Tanggung Jawab penggunaan ADDsebagaimana tercantum dalam Lampiran Iv,"iampiran v dan-Lampiran vIyang merupakan bagian tidak terpisahkan darip.rltr-,r.r, e$"ti iri.

BAB X
PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOT(ASI DANA DESA

pasal 19
ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam peraturan
Desa tentang ApB Desa.
ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian :
a- Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;b. Operasional pemerintah Desa;
c. Tunjangan dan Operasional BpD;
d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
e. Iuran Jaminan pemeliharaan Kesehatan.
Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat
(2), selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegi"t", ,

a. Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b. Pelaksanaan pembangunan Desa;
c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/atau
d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB XI
PENATAUSAHAAN' PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

ALOI(ASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penatausahaan

Pasal 21
Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa
dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan
bukti pendukung iainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah bukti
penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang sah, bukti
pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena kewajiban
pembayaran pajak, surat permohonan, Rancangan Anggaran Belanja,
dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti lain yang
mendukung pengeluaran belanja.

{1)

t2)

(3)

pasal 2A

P1*" ADD yang tidak dapat terealisasikan sampai dengan berakhirnya periode
Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerint^liD.*. dijadikan sebagai
SiLPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelomp"ok
pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya;

(1)

{2)



(3)

(4)

(s)

(1)

{2)
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Bagian Kedua

Pertanggungiawaban dan Pelaporan

Pasal 22
(1) Pertanggungiawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa

sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban
APB Desa.

(2) Pelaporan ADD terdiri dari :

a. Laporan tserkala;dan
b. Laporan Akhir.
Laporan berkaia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a disampaikan
setiap bulan yang memuat pelaksanaan penggunaan ADD berupa realisasi
penerimaan ADD, Belanja ADD (Bidang Pemerintahan, pembangrlnan,
Pembinaan dan Pemberdayaan) dan realisasi Belanja ADD.

Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b memuat
perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi
dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, yang disusun
dengan sistematika sebagai berikut :

a. pendahuluan;
b. program kerja setiap bidang (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan

dan Pemberdayaan);
c. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi

permasalahan tersebut; dan
d. penutup.
Format laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran VII yang merrrpakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati.

Pasal 23
Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 dilakukan secara berjlnjang mulai dari PPKD kepada Tim
Fasilitasi dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan secara bertahap.
Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan selanjutnya memuat
laporan I rekapan dari seluruh Laporan Tingkat Desa diwilayahnya dan
meiaporkan kepada Bupati Cq.Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Kabupaten.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24
Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
ADD dan pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan.

Pasal 25
(1) Pemerintah Desa membuat kertas kerja Perhitungan ADD.

(2) Kcrtas kcrja perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rlibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



t1)

{2)

-13-

Pasal 26
pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Pembina

ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi dan Pernbina ADD

Tingkat Kecamatan.

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi dan Pembina ADD

Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan

kegiatan ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran'

Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan

sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku'

Pasal 27
pengawasan terhadap pengelolaan ADD serta kegiatan pelaksanaannya

dilakukan oleh Aparat Pengawas lnternal Pemerintah (APIP).

(3)

XBTENTUAI{ PE:T{UTUP

Pas al 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada,tanggal diundangkan.
. . .: ... .i .ii

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan: pengundangan Peraturan
Blpati ini dengan penirnpatannli:{, dalar&,,,Berita,Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Diundangkan di Buntok
pada tanggal i al*hrues$' 2020

Ditetapkao di Buntok

BEzuTA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2O2A NOMOR g
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